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?tbstrak: Tulisan ini membalus tentang politik hukum

lslam di Indonesia yang difokuskan kepada kasus

legislasi Kompilasi Hukum lslam. Berdasarkan data
historis, pembentukat KHI tlilatarbelakangi oleh
keinginan kuat umat lslam yang secaru tklak langsung

dipengaruhi oleh sistem hukum Barut yakni Eropa
Contircntal untuk membukukan Hukum Islam nunjadi
Undang-Undang. Akan tetapi dabm penyusunannya,
ptosedur Wmbuatan Urulang-Undang tidak dilewati.
Akibatnya, kekuatan KHI xbagai aturan yang harus
dipedomani menjadi dipertanynkan, meskipun dalam
yaktiknya KHI telah di pergunakan sebagai relerensi
utama dalam pengambilan kcputusan ili Pengadilan
Agama. Munculnya KHI dengan jalan pintas- lebih
dixbabkan oleh politik akomodatif yang ililakukan oleh
pefieintahan Orde Baru terhadap kepentingan umat
Islam, karena umat Islam telah melakukan langkah
kompromis dengan gerukan pembaharuan lslam yang
bercorak Islam substantif (substansial) yang
mengartikulasiknn cita-cita politik lslam seilemikian
rupa sehingga tidak bertentangan dengan masyarakat
pada umumnya

Kata Kunci: Anglo Saxon, Ercpa Continental,
Common lsw

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang politik hukum yang dilakukan selama
ini sangat beragam sebagaimana pendefinisian hukum yang

'Staf Pengaiar Jurusan S1'ari'eh Sekolah Tioggi Agame Islam Negcri
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juga teragam. Mahlud MD1, ketika membahas politik
hukur:n cenderung mendeskripsikan pengaruh politik
terhadap hukum ataupun pengaruh sistem politik terhadap
pembangunan hukum. Bellefroid mendefinisikan
rechtsp,tlitick (politik hukum) sebagai proses pembentukan
ius constitutum (hnkumpositi$ dari izs constituenifum2 w:t.:uk
meme;nuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang
dinamis. Politik hulum terkadang juga fikai&an dengan
kebijakan publik (public policy) yang menurut Thomas Dye
adalah wfutetnr the gmxmment choox to ilo or not to do.Politjdt-
hukum juga didefinisikan sebagai pembangunan hukum.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa
politik hukum adalah kebijakan aparat (organ) negara3
dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Hal ini
berdasarkan asumsi bahwa kebijakan publik harus selalu
berorientasi kepada kepentingan publik Qtublic interest)
yang merupakan kebutuhan masyarakat. Dalam
melaksanakan kebijakan hukum, seharusnya lus
constituenilum y a:ag akan ditetapkan sebagai ius consti tutum
merupakan kepentingan publil yang menjadi representasi
dari'kebutuhan masyarakat dan mencakup perubahan-
perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum Islam
yang telah mendapatkan justifikasi y'uridis dengan lnpres
No. 1 Tahun 1991, merupakan salah satu bentuk politik
hukum Islam di Indonesia. Politik hukum ini kurang
sempurna karena tidak melalui legislasi badan legislatit
bahkan diakui bahwa KHI merupakan jalan pintas dalam
penetapan dan pempositifan hukum Islam, karena
pen)rusunan Rancangan Undang-Undang (RULD tentang
hukum perdata Islam untuk tidak diajukan kepada badan

I Moh. Mahfud MD, Politik E*htm A ladoaesia (Jtkztta: LPIES,
1998), 9.

': Bambang Suoggoo o, Hthtm dan Kebijahan Ptblih, Qz.kuta:. tillar
GreEka 1994), 21.
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legislatif.a Di samping itu, Inpres juga tidak mempunyai
kekuatan mengikat sebagaimana Undang-Undang yang
mengikat seluruh warga negara, meskipun KHI tetap
digunakan sebagai rujukan hakim di lingkungan Peradilan
Agama dalam menangani dan memutuskan perkara.

Proses legislasi KHI merupakan suatu fenomena
politik hukum yang unik, karena hukum Islam sebagai
keseluruhan peraturan dari Allah yang mengatul
kehidupan manusia dalam segala aspeknya, merupakan
suatu aturan yang 'gioen' yang seharusnya tetap berlaku
mengikat tanpa suatu justifikasi proses legislasi badan atau
institusi tertentus. Dalam beberapa hal, hukum Islam
berbeda dengan sistem hukum Indonesia yang menganut
sistem hukum Eropa continental. Dalam sistem hukum
L:donesia hukum terbatas pada norma hukum, sedangkan
norma keagamaan, kesusilaan dan sopan santun belum
tentu merupakan hukum. Dalam hukum Islam seluruh
peraturan yang mengatur segala aspek kehidupan manusia
termasuk hukum, tanpa perbedaan antara norma, kaedah,
dan hukum. Begitu juga permasalahan legislasi hukum,
KHI merupakan suatu fenomena di mana hukum Islam
disesuaikan dengan sisterh hukum Eropa continental yang
diterapkan di Indonesia.5

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai fiqh yaitu
kumpulan hukum Islam praktis yang diperoleh dari dalil-
dalil yang terperinci, merupakan produk pemikiran dan
pemahaman manusia terhadap peraturan Allah dalam Al-

'Moh. Mahfud MD dkk (ed), Peradilan Agama daa Kompilasi
Huktm Islam dalam fhu Htktm ladonesia, (Yogyakarta : UII Pre6s, 1993),

66 - 67.
5 I slamic lev ioes not recognize legislation by human agents, Jorcph

Schachq P.oblem of Modern Legislation, dalam S*dia Islamika,ll0.
6Pernyataan peaulis iai terinspirasi oleh pernyataan Joscph Schacht

te*tng Anglo-Mthammadet lwispndence keaik^ ia membahas tentang
hukum lslam di India yang meniadi sebuah sistem hukum yang independen
yang berbeda dengan hukum Islam murni (pure Islamic law), ibid, 112.
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Qur'an dan juga pemahaman terhadap sunnah Rasuluilatg
karenanya fiqh bersifat historis dan kebenarannya relatif.

Fiqh yang selalu dinamis-sesuai dengan waktu,
tempat dan keadaan dan dalam sejarahnya tidak pemah
tunggal dalam madhhab homogery melainkan terdapat
ijtihad dan madhhab yang heterogen, maka penetapan
hukum Islam suatu madhhab pemikiran hukum Islam (fiqh)
tertentu meniadi hukum positif yang bersifat mengikat akan
menimbulkan permasalahan tersendiri.

PENGERTIAN KHI DAN TUIUAN PERUMUSANT{YA

Secara etimologis, KHI berasal dari term ' compilation'
(bahasa tnggris) yang berarti karangan dari kutipan-kutipan
buku lain,7 sehingga KHI diartikan dengan karangan
tentang; hukum Islam yang tersusun dari kutipan terhadap
buku-buku hukum Islam (fi+) lrin.

Dari pengertian tersebut maka KHI bukanlah
merupakan kodifikasis hukum, melainkan hanya sebuah
karangan yang berupa kumpulan materi-materi yang
diambil dari kitab-kitab fiqh yang ada, disusun dengan
bahasa hukum (legal drafting) berupa bab, pasal dan ayat,
yang lebih menyerupai kodifikasi dari pada kompilasi.

Ivlenurut beberapa personal perumusnya, KHI
merupakan unifikasi dan pempositifan hukum Islam di
Indonesia, yaitu mempositifkan hukum Islam secara
sistematis dalam kitab hukum.e Dari pemyataan tersebut
maka dapat dikatakan bahwa KHI merupakan kodifikasi
kitab hukum bukan sekedar kompilasi.

Term kompilasi lebih cenderung untuk menetralisir
adanya anggapan pembentukan hukum Islam yang

? Woio Waaito dan Purwodarmiuto, Kamus Inggris-Itdorcsia dat
Indonesialnggris, Cct 10, (Baaduag: Hestq 1980), 28.

3 Kodilikaei (codilicatiot) bererti menetapkan Undang-undang
dengaa tulisa.u ateu secora tertlu,lis. Ibid, ?3.

' Moh. Mahtud MD, d* (ed), Peradilax Agdmd,70.



153

kemungkinan tidak atau belum dapat diterima oleh
kalangan ulama tradisional. Kompilasi lebih merupakan
suatu unifikasilo yang mengambil dan mensarikan materi
hukum dari berbagai kitab fiqh dan berbagai madhhab
yang dianut oleh umat Islam di Indonesia, serta
penyeragaman (unifikasi dan uni formitas) pandangan
terhadap hukum Islam. KHI dapat dikatakan sebagai
produk perrikiran hukum ke Indonesian yang merupakan
hasil ijma' lokal.ll Hal ini sesuai dengan landasan pemikiran
para penggagasnya tentang reaktualisasi hukum Islam.rz

Materi KHI terdiri dari tiga buku, pertama tentang
hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan dan
buku III tentang perwakafan. Sesuai dengan tema utama
Kompilasi Hukum Islam ialah mempositifkan Hukum
Islam di Indonesia, maka terdapat beberapa sasaran pokok
yang hendak dicapai dan dituju, di antaranya;13 pertama
untuk melengkapi pilar Peradilan Agama. Menurut
Bustanul Arifin sebagai ketua muda Mahkamah Agung
urusan lingkungan Peradilan Agama saat itu dan sebagai
pimpinan proyek KHI, bahwa ada tiga pilar kekuasaan
kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan, yakni

s Unifikasi dalallt hal ini bukanlah uaitikasi hukum ketregaraan yatrg
berarti memberlekuk& euatu hukum bagi seluruh srarga negar. taapa
terkecuali.

tr IimA' pada umumnya diartikan sebagai kesepakatan para muitahid
dari umat Islam di masa setelah walamya Rasulullah terhadap perEa8alahan
hukum shara'. Abdul Vahab Khafif, '1Jz r Usbil al-fiqb, (Kairo : Dtr al-

'Ilmi, 19?8), 45. Namun terdapat ulama yang mendefinisikan iim eebagai
kesepakatan eeluruh umat Islam tenteog suatu permaealahao hukuo syate'.
Iimi' dalam hal hi tidak rken &pat dilaksanakan karcna wilayah uanat
Islam yaog eeoakin luac, maka penulis &pat mengaiukan ietilah lim6'
lokal.

u Reektualisasi hukun Islam didengungkan oleh Munawir Sadjali
yang ingin menerapkan hukudr Islam dengan mengadakan reinterpretasi
terhadapnya, Ia meojabat sebagai Meoteri Agama saal itu, sehingga
perurnusan KHI merupakan pengaruh dari ide tersebut.

6 Moh. Mahfud MD , dtk (ed), Peradila Agornd, 7O - 78.

Sirojudin, Politik...
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adanya badan peradilan yang terorganisir berdasar
kekuasaan undang-undang, adanya organ pelaksana dan
adanya sarana hukum sebagai rujukan. Oleh karena itu,
perumusan KHI bertujuan untuk menyediakan sarana
hukum sebagai rujukan pengambilan keputusan atau
penyelesaian masalah di Peradilan Agama.

K.eilua, menyamakan persepsi penerapan hukum.
Ketiga, mempercepat proses taqribi bayna al-ummah yaiit
KHI diharapkan sebagai jembatan penyeberangan ke arah
memperkecil pertentangan dan perbantahan khilafiyah,
terutama dalam bidang hukum perkawinan, hibah, wasiat,
wakaf dan warisan. Keempat, untuk menyingkirkan paham
priuate ffiir, yaitu sebuah anggapan bahwa nilai-nilai
hukum Islam merupakan urusan pribadi dan tidak perlu
campur tangan orang lain, terutama penguasa (negara).

PROSES LEGISLASI KHI

KHI adalah hasil proyek pembangunan hukum Islam
melalui yurisprudensi yang dilaksanakan oleh Mahkamah
Agung Republik Indonesia dan Depag RI. Kekuasaan
hukum diperoleh dengan L:rpres No. 1 Tahun 1991 sehingga
Kompilasi Hukum Islam dapat diberlakukan di peradilan
agarna,la

Sebelum adanya KHI terdapat disparitas keputusan
peradilan, karena tidak adanya kitab hukum yang positifdan
unikatif. Akibatnya te{adi penyelenggaraan fungsi peradilan
yang sewenang-wenang dalam pergulatan dan pertarungan
kitab-kilab fiqh.

Legislasi seharusnya melalui badan legislatif (tidak
hanlla eksekutif), namun para pencetus KHI saat itu
menggunakan jalan pintas tanpa mengikuti prosedur
pembuatan rmdang-undang.rs Hal ini didasarkan kepada

I bi4t25.
s lud,6647.
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alasan bahwa proses yang harus ditempuh sangat panjang
sementara kehadiran dan keberadaan Peradilan Agama
secara konstitusional telah diakui semua pihak namun
belum mempunyai sebuah kitab hukum perdata (perdata
Islam) sebagai rujukan.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
dikaitkan dengan kebutuhan yang sangat mendesak,
dicapailah kesepakatan antara Menteri Agama dan ketua
Mahkamah Agung untuk menempuh jalur singkat. Cita-
cita untuk memiliki hukum positif undang-undang perdata
Islam melalui jalur formil kenegaraan, dicukupkan dalam
benttk kompilasi. Kemudian dibentuk panitian
penyusunan KHI dengan SKB Ketua Mahkamah Agung
dan Menteri Agarrra.l6

Proses perumusan materi KHI tersebut dilakukan
beberapa langkahlT y attst pertama menyiapkan masail (daftar
pertanyaan) yang diajukan kepada berbagai ormas dan
lembaga-lembaga Islam termasuk Majlis Tariih
Muhammadiyah dan Bahsul Masdil NU. IGdua, membahas
bulu fiqh-fiqh empat madhhab yang dimintakan kepada
sejurrlah IAIN di lndonesia. Ketiga, menelusuri kembali
sejarah y'urisprudensi Islam dan keempaf, mengadakan studi
perbandingan dengan hukum yang berlaku di tiga negara
yaitu Maroko, Turki, dan Mesir. Pemilihan 3 negara
tersebut didasarkan kepada alasan bahwa Maroko dikenal
dengan madhhab Maliki, Turki dikenal sebagai negara
sekuler dan Mesir dipilih karena berada di antara Maroko
dan Turki.

Dalam perumusan KHI ditetapkan pembatasan dan
patokan berfikir, analisa dan pengkajian, dalam
merumuskan materi pasal-pasalnya. Patokan-patokan
tersebut di antaranya adalahl8 Wrtama, bahwa sumber
utama yang digunakan adalah Qulan dan Sunnah, agar
terlepas dari ikatan pendapat madhhab dalam kitab fiqh.

b Moh. Mahfird MD, d* (ed), Paadibn Agcrfla,l7.
t7 Munawir Sadiali, Pctgtntzt, dllza lbid2
E rbid,82
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Dalam mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah tersebut
digunakan pendekatan yang rasional, praktis dan aktual
nntuk'mendapat rumusan hukum y atg lr:ratang (matury lmo)

yang tidak sekedar mengambil nash secara literal dalam
perumusan hukum, karena Al-Qur'an dan Sunnah
bukanlah kitab hukum.le Keilua, pendekaan experimental
terhadap Al-Qu1an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah
harus dipahami secara kontekstual sesuai dengan
perkeml5angan yang ada tanpa meninggalkan bunyi teks
dari kedua sumber tersebut. tr?frga , Unity dan aariaty ,yajl1:-
adanya satu dalam keragaman.a Karenanya, KHI Capat
dikatakan sebagai suatu fiqh dengan madhhab tersendiri
terlepas dari madhhab-madhhab yang ada dan berbeda
dengan yang lain, karena KHI disusun sesuai kondisi
Indonesia. Keenrpal, pendekatan kompromi dengan hukum
adat. Pendekatan ini untuk mengkompromi kan nilai-nilai
hukum yang sudah dijumpai nashnya dalam AlQu/an,
dan nila,i-nilai yang berkembang sebagai norma adat dan
kebiasaan masyarakat lndonesia.

Proses legislasi pengukuhan formil KHI hanya
melalui Inpres, yakni Inpres No 1 tahun 1991, tanggal 10

Juni 1991. Kemudian dikukuhkan dalam bentuk Keputusan
Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 221v117997.

, Sejak saat itu, KHI resmi berl,aku sebagai hukum untuk
digunakan dan diterapkan oleh instansi pemerintah dan
masyarakat yang memerlukannya dalam penyelesaian
masala.h-masalah yang berkenaan dengan bidang
perkawinan, hibah, warisan dan wakaf.a

KEKUATAN HUKUM KHI

I-gislas:i KHI bukanlah legislasi yang sempuma untuk ruatu
hulum (perundang-undangan), karena undang-undang

t rhid.
n lbid,88
zt lbid,8o
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2 Para perumus EII meoginginkao tcrbentuknya Kitab Hukum
Ped.t lslao.Ibid,61

r A, Hamid Att.mimi, Kedudukan KHI dalrm Sietem hukum
nasional, Suatu Tinjeuan dari sudut pandang Perundang-uadeogan, dalam
A-mrullah Ahmad (ed), Dimersi H*htm Islam dalam Sistem Huhtm
Nasional Qrkartat Gema Insani Press, 1996), 152

seharusnya dapat dilakukan melalui jalur legislasi dengan
badan legislatil (pasal 5 UUD). Setelah ditetapkan melalui
legislasi, sebuah undang-undang berlaku mengikat bagi
seluruh warga negara. KHI bukanlah sebuah undang-
undang yang diproses melalui legislasi yang sempuma,
sehingga KHI mempunyai posisi yang dilematis, yang tidak
sesuai dengan harapan para perumusnya.22

Berdasarkan Tap MPRS No. XX/MPRS/1965, tata
urutan perundang-undangan adalah Tap MPRS, UU dan
Perpu sebagai pengganti undang-undang, PP, Kepres,
Inpres, Kepmen dan seterusnya.z Susunan tata hukum
tersebut bersifat hierarkhi yang berarti hukum yang
posisinya di bawah harus merupakan ratifikasi dari
peraturan hu.kum yang tingkatannya lebih tinggi dan tidak
boleh bertentangan, karena dalam teori hukum dikenal asas
'ler supeior ilerogat legi inlenon' yaitu peraturan hukum yng
lebih tinggi membatal-kan peratur.rn hukum yang lebih
rendah.

Dari paparan di atas, maka perlu dipertanyakan
keberadaan Inpress tentang KHI tersebut, merupakan
ratifikasi dari peraturan hukum mana. Mungkin dapat
dianggap sebagai ratifikasi UU No 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, karena UU tersebut belum dapat
dioperasikan secara sempuma tanpa kitab hukum sebagai
acuan pengambilan keputusan, sehingga dikeluarkan
lnpres No 1 tahun 1991 tentang KHI.

Kedudukan KHI lebih problerratik dengan adanya
perubahan susunan urutan tata hukum Indonesia
sebagaimana dalam Tap MPR No 3 tahun 2000, yaitu bahwa
tata urutannya adalah Tap MP& UU, Perpu, PP, Kepres,
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dan Percla. Berdasarkan Tap MPR ini maka kedudukan KHI
dapat dipertanyakan, karena keberlakuan KHI hanya
bersumber kepada Kepmen bukan Inpresnya sedangkan
sekarang Kepmen bukan merupakan suatu yang
mempu:nyai kekuatan hukum.

Selain dilihat dari sisi kekuatan hukumnya, suatu
hukum dapat dilihat dari sisi keberlakuannya secara
yuridis, sosiologis dan filosofis. Hukum berlaku secara
yuridis apabila penentuannya didasarkan atas kaidah yang
lebih tinggi tingkatannya atau dibentuk dengan crra yang
telah ditetapkan. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila
kaedah hukum efektif yaitu diterima dan diakui oleh
masyar:rkat (teori pengakuan), serta hukum berlaku secara
filosofis, jika sesuai dengan cita{ita hukum sebagai nilai
positif 1'ang tertinggi.'?a

Secara sosiologis, KHI merupakan penyerapan dari
nilai-nilai yang berada dalam masyarakat lndonesia, yang
mayoritas adalah urrat Islam. Nilai-nilai yang ada dalam
KHI secara otomatis dapat diterima oleh masyarakat
(berdasarkan teoii penerimaan). Di sisi lain hegemoni
negara lr'ang sangat kuat di Indonesia dapat memberlakukan
secara paksa adanya KHI sebagai rujukan penyelesaian
masalah hul<um bagi Peradilan Agama.s

LATAR BELAKANG LEGISLASI KHI

Pengaruh sistem Hukum Barat terhadap para pemikir
Islam Indonesia.

Hukum lslam sebagai keseluruhan peraturan dari Allah
yang rnengatur kehidupan manusia dalam segala

z Suryono Snk nao, Ketr.nddn Sosiologi Huhtm bagi Kalangan
Huburrr, C.t-6, (B^ndung: Cit a Aditya Bekti, 199f), 57

6 Hat ini d.par dituaogk to Mn *zcana aatioa-stau daa cill societ!
dimana ,rzrt ccnderurg mcnghcgemoni rocretl dcrga! kckuata[lrya at4u
dalern w:rcana tflcgcmoni ncgarat.
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aspeknya26, merupakan suatu atulanya gSioen dari Tuhan
dianggap sebagai hukum yang sakral. Karenanya, hukum
Islam menjadi suatu fenomena yang berbeda dengan
bentuk-bentuk hukum lain, yaitu hukum Islam memuat
norma keagamaan dan norma hukum ifu sendiri.z

Hukum Islam yang berasal dari Tuhan dengan
legislasi Al-Qur'an sebagai kitab suci yang merupakan
kalam Tuhan, pada dasamya tidak membutuhkan legislasi
dari manusia atau institusi.z Hukum Islam akan berlaku
setelah turun wahyu yang memual peraturan Tuhan
tersebut.

Hukum Islam pada awalnya tidak pemah didukung
oleh kekuasaan yang terorganisir,2e melainkan lebih
cenderung sebag ailioing bw yangbersifat plural dan selalu
berkembang dalam masyarakat Islam. Kemudian dalam
perkembangannya hukum Islam ditulis dalam kitab-kitab
fiqh oleh para ulama yang kemudian dianut sebagai
madhhab-madhhab dalam fi qh.

Hubungan antara hukum Islam dan politik berawal
sejak kitab fiqh dari ulama tertentu dijadikan sebagai
madhhab negara pada masa Abbasiyah.3o Hal ini
merupakan salah satu upaya perbaikan dan penataan
administsasi di bidang hukum yang tak terlepas dari adanya
pengaruh budaya hukum Romawi terhadap hukum Islam3r
yang pada dasamya merup akalrr lioing lazo yang plural.

- Joeep Schecht, lztrodrction to khmic Lau, (Ne* Yotk Oxford
Urir.rsity Pre.6, 1961),1.

' Dalam sistem hukum Bar.t terdapat pemilahaa aDtara norDa
keagamaan, kesusilaan, sopan 6antun, daa norma hukum, Sudikno
Mertokusumo, Mertdnal Hthrm, C*.4, (logyakara: Liberty, 1999), 75

! Joreph Schechg 110
p 

Joecph Schechq Tbe Legacl of Islam, Cet. ! (Oxford. Cte&ron
Precc, 1974), 393

r Muhammad Qeehio Zeman, The Caliphn the Ulame and the Lau,:
Dcfioiog rhc Rolc ud Function of rhe Caliph ia thc Early Abbasid Period,
dalem Dryid S. Po*'e r led), Islanic hot old Socrzrr, (Nederlan& EI B. f,
19D7),1

, Terdepet bebcrepe pcogetuh sieteo hukum Romawi terh.dap
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Irerubahan besar terjadi dalam hukum Islam sejak
terjadjrkontak dengan Barat (Abad XX) di antaranya adalah
pengadopsian bentuk-bentuk kode Barat yang terbagi ke
dalarr pasal,32 yang dilakukan oleh beberapa negara di
dunia Islam dalam bidang hukum keluarga, kewarisan di
Mesir, Turki dan Pakistan dan sebagainya.s Hal serupa juga
terjadi di Indonesia.

Indonesia yang merupakan negara jajahan Belanda
telah rnengalami masa berlangsungnya proses introduksi
dan proses perkembangan sistem hukum asing ke dalam
hukum masyarakat pribumi.! Perkembangan tata hukum
di Ind,cnesia sejak masa Hindia Belanda tersebut dapat
dibagi menjadi tiga periode yaitu pertamn, tahrn7840-1890
adalalL perkembangan yang sangat dipengaruhi oleh
kebijakan-kebijakan liberalisme yan.g mencoba
membrrkakan peluang lebar bagi campur tangan Eropa
terhadap Hindia Belanda. Perkembangan hukum pada
masa ini dimulai dengan realisasi kebijakan-kebijakan
kolonieil yang baru dengan bermulanya kemenangan ide-
ide liberalisme dalam politik pemerintah Belanda.
Kemenangan mereka membawa pada diberlakukannya
kebijakan untuk mengatur tata pemerintahan daerah
jajahan yang pada waktu itu masih dilenal dengan sebutan
Hindia Belanda yailu RegeingsreglznpnL Yang menarik
pada perriode ini adalah telah terjadinya transformasi sistem
hukum dari supra-sistem budaya tertentu (Eropa) kepada

' hukum Ielam, Iihat Johancs den Heifer dan Syamsul Anwar (ed),
klam Negara thn Hthvm, A.k^.t^,IMS, 193), 127. Terdapat bcberape
hukum yarrg mcmpcngeruhi hukum Islem diaotar.np hukum Persisasani4
hukum Romawi Bizantiua, hukuo gereia Ketimuran atau cznon lau dat
hukns Talmud. Jooeph Schechg Foreigh Elemente in Encient Ielamic law,
d^larm hatcndtiandl Congress of Comparatioe lzrake-3, Loodon, Agustue,
1950.

r 
Joeeph Shecht, Iztro &lction to .,,,[t0

I lbid. toT
r lioctanyo Wigniosoebroto, Dari Hrhum Kohaial Ke Hthtm

Ndtional, g.k .6t R.ie Grafindo, 194), 1



Sirojudin, Politik... '161

supra-sistem budaya lain (Hindia Belanda) yang bersifat
non-Eropa dan plural. Kaum liberal yang menganut
universalisme35 konsekuen dalam upaya untuk
merealisasikan ide-ide yang ada di Eropa kepada non-
Eropa, tanpa memperhatikan budaya daerah kolonial.
Mereka ingin mentransfer secara penuh hukum Eropa
kepada negara jajahan (termasuk Hindia Belanda) atau yang
disebut dengan unifikasi.s

Upaya kaum liberal mempositilkan hukum-hukum
materiil ke dalam kitab hukum yang disebut dengan
kodifikasi di wilayah Hindia Belanda ini hanya berhasil
pada hukum pidana yang diundangkan tahun 1915 (Stbl
1915 No. 7321o Stbl1917 No. 497, dan 645) dan berlaku
mulai tanggal 1918. Sedangkan unifikasi hukum perdata
untuk semua golongan penduduk Hindia Belanda gagal.
Kegagalan ini berkaitan munculnya altan etnografi-hukum
dan politik etis (pada periode selaniutnya).3?

Periode kedua, tahun 1890 - 1940 dimulai dengan
tampilnya gagasan politik etis dan realisasinya yang
semakin menghormati hak-hak kultural pribumi, maka
dalam kebijakan perkembangan hukum sedapat mungkin
mempertimbangkan eksistensi kaidah-kaidah agama serta
lembaga dan adat kebiasaan yang dianut masyarakat
pribumi, dalam menerapkan hukum Eropa di Hindia
Belanda.s

Kebijakan tersebut tidak berarti bahwa cita-cita
unilikasi hukum seluruh golongan rakyat demi kepastian

$ Nihi-nild uoivereel yeag m.nped.kuk.tr sama d.n t.np.
diekriminetif beik dcngan pcrbcdaen goloagao, ctnilg keturunaa, den
s€b.gainyr. Idc ini ocrupeken idc hukum lcbcml yang diilhatd rcvolusi
Perencis daa kodifikesi detr univik ri 66upatan bagian inhem deri cira-
cita k um lib€r.l tc.sebut. IEA, hlm 37

, Ibid, s-8

' Ibid,to
' Ibid,8
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hukurn dilepaskan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada
tahun 19& pemerintah merealisasikan unifikasi hukum
perdata untuk seluruh golongan rakyat Hindia Belanda
berdasarkan hukum Eropa kecuali hukum keluarga,
kewalisan, pertanahan, wakai dan pemerintah Desa.
Namun upaya tersebut dapat digagalkan berkat jasa
etnografi hukum Cornelis Van Vollenhoven3e yang
berkeberatan kepada kebijakan yang mengabaikan hukum
rakyat pribumi yang berkedudukan mayoritas.

Periode politik etis ini juga memberi peluang bagi para
putra pribumi untuk mendapatkan pendidikan dan
kesejahteraan, terutama kaum elitrya.{ HaI ini belpengaruh
terhadap perkembangan periode mendatang.-

F'eriode ketiga, tahun 1940-1950 adalah periode pasca
kolonial yang diawali dengan sejarah runtuh dan
disintegrasi kekuasaan kolonial kemudian terjadi
dekolonialisasi. Pada awalnya para pemuka nasional ingin
mengembangkan hukum dengan mencoba melepaskan diri
dan pikirannya dari pengaruh sistem hukum kolonial
rurmufl ternyata tidak mudah. Keyakinan bahwa substansi
hukum rakyat terjajah akan dapat diangkat dan
dikembangkan secara penuh menjadi substansi hukurn
nasioru{ temyata mengalami kesulitan, karena keragalun
hukum rakyat pada umumnya tak terumuskan secara
eksplisit Sedangkan hukum warisan kolonial telah tercipta
sepenuhnya sehingga tidak mudah untut dirubah.{

Para pemuka nasional juga terjebak di tengah-tengah
situasi pemerintah negara yang menganut asas kebangsaan
dan kesatuan, yang akhirnya juga sentralisme yang
dipercaya mempunyai fungsi positif sebagai pemersatu.
Maka hukum nasional Indonesia periode itu juga

. {bid,10
6 ttbid.
t )bid, t4
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dihadapkan kepada problem klasik yaitu antara unifikasi
atau plualisme.{ Namun globalisasi ekonomi politik dan
budaya - yang banyak berpola pada peradaban Barat - kian
mempersulit upaya untuk mentranformasikan hukum
rakyat yang lokal itu untuk kepentingan nasional.

Perkerrbangan dan pembangunan hukum Islam sejak
awalnya memang mengalami sikap ambivalersi para ahli
hu-kum nasional, yang di satu sisi shngat mengukuhi hukum
adat. Hukum adat ditegakkan sebagai symbol kekuatan
kultural bangsa pribumi, dan di sisi lain bangsa Barat
dengan globalisasi mendesak dan ingin menggantikan
dengan sistem hukum yang dianggap lebih superior dan
modem.a Keadaan tersebut semakin mempersulit para
pemuka Indonesia untuk melepaskan dari dominasi ide-
ide hukum barat.

Usaha-usaha untuk mengadakan unifikasi tersebut
selalu gagal sehingga bangsa Indonesia harus puas dengan
hukum warisan kolonial yang telah diunifikasikan berupa
KUHP. Sementara hukum perdata selain bidang hukum
keluarga, kewarisan, pertanian, dan wakaf diberlakukan
Bwgrerlijk Wetsbook afurisdiksi pengecualian dikembalikan
kepada hulum adat

Selain hukum adat di Indonesia juga terdapat hukum
agama terutama hukum Islam di beberapa daerah.rs
Mahkamah Islam atau Mahkamah Syari'ah masih tetap

e lbid,20
d Hutuo oodcrn yaitu hutun yang bcrisi pereturao yang rzitT

d.n,.niform, tr,rsii0tt rraasahional, uaivereal dalam penerapannya, hierarkhi
dalaD pel.ks.a.armya (lembega peradilannya), terorganisir, dilaksanakan
secara paofadioDal, Maac Galatrtcr, The modernization of Law, dalam
Modeniutio': Tbe Dynarnic Gtol,tb,Vo;ce of Amirican Forum of kcture,
1965, hlm 168 - 170. Setjipto Raherio, IIrf tm dat Masyatakat, (Baadung:
Argk s., 19t{t), 157-159

q Iai acrupekan wariseo dari Jemen Koloaial Hindia Belande.
So.t adyo Vigdosocbroro,, hlD l1

a lu4tvz
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dipertahankan, walaupun terbatas wilayah yurisdiksinya.
umat Is lam terus memperjuangkan eksistensi hukum Islam
ini dal;rm percaturan tata hukum Indonesia. Apalagi
unifikasi yang berhasil dilakukan hanya modifikaqi KUHP,
yang berarti masih ada peluang hukum Islam untuk
memasrrki wilayah lurisdiksi sistem hukum Indonesia-

Hukum Islam yang merupakan lioing law yang
disejajarkan dengan hukum adat, ketika ingin memasuki
sistem hukum di Indonesia yang telah menganut asas
unifikasi (melalui modifikasi dan legislasi), maka harus
menempuh cara tersebut. Karena itu umat Islam berusaha
melakukan unifikasi hukum Islam dalam jurisdiksi tertentu
misalnya hukum perkawinan dan perwakafan serta
memperrjuangkan legislasi terhadap juridiksi hukum
tersebu t.

Islam Politik di Indonesia Masa Orde Baru

Pada masa awal Orde Baru, di mana kekuasaan PKI dan
Orde Lama telah berhasil dihancurkan. Islam politik yang
terepresentasikan oleh para pimpinan partai Masyumi dan
partai-partai lain saat itu merasa mendapat angin segar
untuk tampil dan berkibar dalam kancah perpolitikan
lndonesia. Namun, Orde Baru yang didominasi kekuatan
militer telah menciptakan sebuah kekuatan baru dengan
alasan untuk rnenandingi kekuatan PKI yaitu Golkar. Orde
Baru ingin menciptakan mono loyalitas (loyalitas tunggal)
kepada Golkar. Hal ini tampak dengan dikeluarkannya
peraturan Menteri dalam negeri6 yang menyatalan bahwa
seluruh anggota kelompok-kelompok fungsional yang
ditugaskan di badan-badan pemerintahan di tingkat
propinsi dan lokal harus diganti jika mereka bergabung ke
dalam ;:artai-partai politik (PNI, NU, Parmusi, I5II, Perti

{ JBechtiar Efcfrrdy, IsJanr dar Ncgara,Tiansformasi Panihban dan
Praktih Politih klzm di Indoaesia, Qzkzttz: P.r.d.di.n.'1998), 116

)
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dan sebagainya) . Kelompok-kelompok tertentu di kalangan
pegawai negeri sipil tidal diperbolehkan menjadi anggota
partai poiitik yaitu ABRI, dan pegawai negeri sipil yang
bekerja di departemen Pertahanan, Hakim, Penuntut
Umum dan pejabat-pejabat khusus seperti Gubemur BI dan
para pemegang jabatan penting lain yang ditetapkan oleh
Presiden.aT Golkar menjadi kekuatan mayoritas yang dapat
mengantongi 62,80olo suara.

Sementara Islam politik di Indonesia saat itu
didominasi oleh tipologi pemikiran Islam formalistika yang
berorientasi kepada bentuk-bentuk masyarakat politik
Islam dan menekankan kepada idiologisasi dan politisasi
yang mengarah kepada simbolisme keagamaan secara
formal, semakin terpuruk. Pada tahun 1971 perolehan
suaranya semakin merosot terutama Masyumi yang hanya
mengantongi 5,36% suara (d,ai20,9% suara dalam pemilu
19s5).

Pada tahun l9T3 reshukturisasi parpol peserta pemilu
yaitu hanya ada dua partai dan Golkar. Kesembilan partai
yang ada harus bergabung kepada dua partai yaitu PDI dan
PPP. Pemilu tahun 1977 perolehan suara partai Islam (PPP)
meningkat menjadt2T ,29"/" (dti27 ,12% pada pemilu 1971).

Kekecewaan urnat Islam disulut oleh Orba, ketika UU
perkawinan yang diajukan oleh Pemerintah tahun 1973
dianggap banyak kalangan bertentangan dengan ajaran
Islam. Hal ini mendapat rekasi keras umat Islanr, anggota
parlemen keluar ruangan dan gedung DPR diduduki oleh
pemuda Islam. Akhirnya kompromi dapat dilakukan
dengan dicabutnya beberapa butir yang dianggap
bertentangan dengan ajaran Islam.ae

o lbi<l, tt?
a M.Syef i Aawlt, Pemihirat dan A}rli Islzm Inbtesia: *buab

Kajiat Politih tetttxg Cetdehiaaat Myslim Ma Qdr*tz:, Patzrrol,a.diaLra',

195),14+145
o Bactiar Effcndi, 210
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q lbid,la
5r M.Syef i Anwer, 55
s Tujuo ckalusif merck rncnc.hrp pcncg.s.tr Islam scb{.i d$.r

ideologi reg.r. dan mendeaek dilcgetimasinya Piegem Jekerte, Bactier
Effendy, Z)7

Pada Tahun 1993 pemerintah Orba mulai mensosiali-
sasikan Pancasila secara hsar-besaran, karena pemerintah
masih meragukan komitmen kelompok sosial keagamaan
dan politik kepada idiologi begara tersebut. Hal ini
memuncak dengan pidato presiden tanggal5 Agustus 1983

yang menegaskan bahwa seluruh kekuatan sosial dan
politik harus menyatakan bahwa dasar ideologi satu-
satunya adalah Pancasila.e Kedua partai (PDI dan PPP)
harus menerima asas funggal tersebut.

P'reseden di atas menimbulkan depolitisasi Islam
secara berangsur-angsur dan partai Islam semakin merosot
tingkat perolehan suaranya dalam pemilu-pemilu
berikutnya. Maka muncul geralan-gerakan kultural yang
lebih didominasi tipologi pemikiran Islam Substansial
(substansiaistik) yang menekankan kepada substansi atau
makna iman dan peribadatan dari pada formalitas dan
simbolisme keberagaman.sl Hal ini memberi corak lain
dalam perpolitikan terutama Islam politik pada dekade
sebelumnya. Islaim politik telah mengalami kekalahan dan
peroleJran suara semakin merosot, sehingga pemilu tahun
987 hanya mencapai 18% suara.

Islam politik di lrdonesia corak lama yang cenderung
non-integratif dan partisipan dengan perlemen sebagai
target lrermainnya,szdigantikan oleh politik Islam generasi
baru yang cenderung bersifat inklusif dan integrative.
Watak inklusif dan integrative ini tampak dalam cara
mengekspresikan gagasan sosial politik dan upaya mereali-
sasi.kan tujuan sosial politik Islam. Mereka mengartikulasi-
kan tuiuan sosial politik Islam sebagai agenda kelokpok
Islam dalam gaya yang lebih inklusif dan pragmatis.
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Aspirasi-aspirasi politik Islam dirancang sedemikian
rupa sehingga tidak berbenturan dengan masyarakat
Indonesia pada umumnya. Hal ini ternyata mampu
menciptakan hubungaan yang relatif harmonis antara
keislaman dan keindonesiaan. s

Fenomena di atas terus berlaniut sampai era 90-an di
mana terjadi rekonsiliasi antara Islam dan negara, yang
berlanjut kepada politik akomodatif yaitu langkah-langkah
akomodatif yang dilakukan oleh negara terhadap Islam.
Politik akomodatif ini menghasilkan sikap negara yang
ramah terhadap Islam ditandai dengan ditetapkannya
kebijakan-kebijakan tertentu yang dipandang seialan
dengan kepentingan sosial ekonomi, kultural dan politik
kaum muslim. Langkah-langkah akomodatif ini di
antaranya adalah disyahkannya UU Pendidikan Nasional
tahun 1988 yang mewajibkan diselenggarakannya pelaiaran
agama pada semua tingkat pendidikan baik negeri maupun
swasta, UU Peradilan Agama tahun 1989 yang memperkuat
posisi Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara
perkawinan, perceraian, rujuka+ kewarisan, dan wakaf,
pembentukan ICMI tahun 1990 yang semakin memperlebar
jalan masuk struktural bagi kaum Muslim untuk
mempengaruhi pembuatan kebijakan, dikeluarkanya lrpres
no 7 tahun 1991 tentang KHI, dikeluarkannya keputusan
bersama tingkat menteri mengenai Badan Amil Zakat dan
Sadaqah (BAZIZ) tahun 1991, dihapuskannya kebijakan
yang melarang siswa muslim mengenakan jilbab pada jam
sekolah tahun 1991, pembentukan Bank Muamalat
Indonesia (BMI) tahun 192 dan sebagainya.s

Beberapa pengamat memandang langkah akomodatif
tersebut sebagai kemauan politik Suharto untuk
memperoleh dukungan politi-k umat Islam terhadapnya

\. rbid,zt2
s lbid, 3!4
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terutama untuk memenangkan pemilu tahr:n 1993. Bahkan
haji yang pemah dilaksankan oleh Suharto Pada saat itu
juga dianggap sebagai haji politik. Langkah akomodatif
Orde Baru ini diambil karena semakin melemahnya konkol
Presiden Suharto terhadap militer bersama-sama dengan
birokrasi dalam Golkar, yang menjadi tulang punggung
pemerintahan Orde Baru.s

Terlepas dari tuduhan-tuduhan tersebut, berdasar kan
paparan gerakan Islam polit& di atas, maka KHI merupakan
hasil dari politik akomodatif yang dimotori oleh para
intelel<tual pembaharuan Islam legal formal. Usaha
pembentukan dan perumusan materi KHI tersebut
dilakukan secara akomodatif dari hasil ijtihad hukum Islam
keindonesiaary bukan Islam yang tekstual yang diambil
secata taken for gnnted dari fiqh madhhab-madhhab
terdahulu

IMPL,IKASI LEGISLASI KIII
Legislasi Sebagai Strategi Politik Hukum Islam Di
Indonesia

Legislasi merupakan metode yang relatif baru di kalangan
umat Islam di beberapa negara dalam menetapkan hukum
Islam, terutama hukum keluatga, kewarisan, dan wakaf.
Lrterverui pemerintah terhadap beberapa wilayah hukum
Islam ini menunjukkan adanya penerimaan terhadap ide.
ide Jrolitik modern. Karena hukum Islam tradisional
merupakan suatu yang sakral yang mengatur hamba-Nya,
namun pemerintah modern dapat mengatur dan
menetapkannya.s

Ide legislasi hukum Islam tersebut diperjuangkan oleh

$ Pcra5ntaen ini mcrupeken hesil penelitien Liddle dala6 ..tikclnya
Indoncsie's Thrcefold Cdeie, loutal of Demoqac!,Yol 3, no 4, Oktobet,
t9\ 6t

r 
Joscph Schachr, 101
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gerakan modernis yang berusaha mengkompromi kan
Islam dengan kondisi modern melalui pembaharuan-
pembaharuan terhadap paham tradisional. Kritik kaum
Modemis pada awalnya hanya mengkritisi hukum Islam
tradisional, namun kemudian juga mengkritisi hukum
agarna. Mereka beranggapan bahwa Islam sebagai agama
harus mengatur sistem hukum sebaik-baiknya. Mereka juga
mmgkritisi doktrin-doktrin yang dikembangkan oleh para
sarjana muslim pertengahan.Y

Ide kaum modernis ini mendapat tanggapan dari
kaum tradisionalis yang tidak mengakui kebenaran ijtihad
generasi baru telisebut. Karena, telah tertanam doktrin
tertutupnya pintu ijtihad. Namun gerakan modernisasi
menyebar melalui beberapa dimensi kehidupan termasuk
politik.

Ketegangan antara kaum tradisionalis dan modernis
sebagai dua kutub ekstrim ini hampir terjadi di semua
negara Islam dalam merespon adanya kontak dengan Barat
Modem. Golongan tradisional tetap ingin mempertahankan
hukum Islam yang biasanya berasal dari Figh sebagai
produk pemikiran ahli hukum awals sedangkan kaum
modernis - terutama yang mengarah pada sekuleris -
menghadap sistem hukum Barat. Oleh karena itu, di
beberapa negara terdapat ambivalensi terhadap
penggunaan hukum Barat dan Islam. Konsekuensinya ada
negara yang men ganiaile perul (lll':Jllr:mpidana Barat) dan
menetapkan hukum perdata Islam yang hanya terbatas

n lhd, fio
$ Ptoblem ini dialami olch negara-ncgara Islam, maka ada dua

pilihea umet Ielam yang dilekuken selama iai yaitu meagguaekan Syari'ah
(hukum Islam produk ulaoa aw.l) at.u mcnggulakan hukum Baret
modcrn. Abbutah Ahmed Al-Ne'im, To*erd an Ielamic Reloaz ationt Chtil
Libenies, Htmaa Rigbt, and Interrrdtional Lzto (Syrecuoc : Syracusc
Univcrsity Prcsa, 1990), 58
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pada juidiksi hukum keluarga, kewarisan, dan perwakilan
seperti di Mesir dan lndonesia.se

Dallam rangka menjembatani ketegangan tersebut,
beberapa ide dan pemikiran telah dilontarkan oleh para
pemikir lain seperti Abdullah Ahmed An Na-im,60
Fazlurrahman6r, dan lain-lain, untuk merekonstruksi
hukum Islam (figh) sebagai hasil pemikiran para ahli
hukum awal dan mengadakan reinterprestasi agar sesuai
dengan tunfutan modemisasi dan konstitusionalisme.

Legislasi merupakan konsekuensi dari tetbentuk nya
tutiot stote, sebagai model negara modem yang menuntut
adanya .konstusionalisme62 di mana otoritas publik harus
diguna)<an menurut hukum. Institusi negara dan
masyaraka! kekuasaan eksekutif dan legislatif, memiliki
sumhrrya dalam konstitusi yang harus dipatuhi.

Berdasarkan paparan di atas ma-ka umat Islam yang
menghendaki pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum
positif juga mengupayakan politik hukum melalui proses
legislasi dengan menyusun &af RUU yang rtiaiukan kepada
badan legislatif (DPR) untuk mendapatkan persetujuan. Hal

e lbid,rN
60 .l\bdultah A-h!!ied An-Na'im addeh eeoreng pemikir Islu deri

Sudan yaag meobahes prolco Syari'ah dan Hukum Ilttertrasional,
konstitusionalisme modern den IIAM, keoudiau meaawrrkaa suatu
reformulasi hutum publik yang eesuai deagan tuntutan konstitusioaalieme
modern dair IIAM, dengan menggunakan metode pembeharuan yang
dirumuskan oleh Guruuya Mahaoud Muhammed Taba, yeng dikeaal
dengeo metodc pembalikan Naeakh. An Ne'im Tixoard an Islamic
.,,,.Maharoud MuhamroedTaha, Tbe Second Message of Islam (Al-Rislltb
Tbaatyab min Al-Isllm) alih bahsan An Na-im, (Syracuse: Syracusc
University Press, 1985)

6t Fazlur Rehaan edelah seotang pcoikir Islalr da.i P.ki6t r yaog
hengkeag ke Chicago. Ia merumurkanmetode ppenefeirea modetn yang
dikcnel dcngeo tcoti do$blc mogernent. Fazlur Rehman, Ielam dan
ModerBit.s, Tcntang Trensforma.i Intelcktu.l, elih bahase Ahein
Muhamurad Cct 4 (Bandung : Pueta&e, 1995), 7

o ,[bdull.h Ahmcd Al-Na-im , 135
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ini berarti umat Islam harus mendapatkan posisi dalam
badan eksekutif - untuk mengajukan RUU - dan juga harus
mendapatkan banyak suara dalam pemilu untuk
mendapatlan beberapa jumlah kursi di DPR. Umat Islam
harus tetap mempertahankan apa yng disebut sebagai Islam
politik dalam percaturan politik bangsa, baik melalui
gerakan partisan maupun gerakan kultural (dengan corak
Islam Subtantif). Oleh karena itu dibutuhkan solidaritas
umat Islam yang kuat dalam rangka membangun sistem
hukum yang Islami dalam tata hukum Indonesia. Tanpa
memepertentangkan ide umat Islam yang menggunakan
Islam politik uurupun gerakan Islam kultural dengan
peleburan pottik Islam dalam semua jalur sEu-kturaf umat
Islam secara keseluruhan harus mewujudkan perubahan
menuju pembaharuan hukum y.rng sama.

Strategi ini memerlukan persiapan ekstra dan
menyeluruh baik dari segi konseptual dan pada dataran
aksi. Dalam aspek teoritis umat Islam harus mempersiapkan
nrateri hukum Islam yang merupakan hasil reinterpretasi
terhadap sumber - sumber hukumnya yaitu AI-Quran dan
Sunnah untul< mengadakan reformulasi hukum Islam yang
sesuai dengan konteks modem dan corak ke Indonesiaan.
Pada tataran pmktis (aksi) umat Islam harus menempuh
jalur struktural dengan membentuk sistem kepartaian
rurupun dengan mewujudkan politik akomodatif guna
mengikuti sharing power kenegaraan baik di tingkat
eksekutif maupun legislatif .

Masa Depan Hukum Islam di Indonesia

Ketika Rektor Universitas Uttrech berkunjung ke
Jakarta menyatakan bahwa negara Belanda telah beralih
kepada sistem huhkum Anglo-Saxon yang mengguna kan
common law sebagaimana berlaku di Amerika dan Inggris,
merupakan suatu yang menaril dalam percaturan dua
sistem hukum yang ada yaitu Eropa Continental dan
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Anglo-Saxon yang sangat berpengaruh di negara-negara
di dunia . termasuk negara Islarru

P,engaruh Barat yang didominasi oleh Amerika63
dalam mempropagandakan isu demokratisasi, pluralisme
dan sebagainya, mungkin berperan dalam percaturan dua
sistem hukum yang ada. Sistem hukum A nglo-Saxon yang
berdasarkan cofimo loza lebih cenderung akomodatif
terhadap nilai-nilai keadilan hukum. Sedangkan sistem
hrtkrtm Eropa An ne ntal yang disusun secara deduktif dari
konsep tatanan masyarakat yang ideal lebih cenderung
kepadaL nilai kepastian hukum , sehingga hukum adalah
law in thc book yane hanya ada pada tatanan norrrntif. Dalam
sistem hukum seperti ini unifikasi, kodifikasi dan legislasi
menja<li sangat dibutuhkan, maka hukum pada sistem
hukum Eropa bersifat sentralistik.

S:istemhukum Eropa Continenntal yang dirumus kan
secara deduktif kurang bisa mengikuti perkembangan
perubahan sosial yang terjadi sangat cepat. Hal ini
memberikan kebebasan hakim untuk mengadakan
rein-te:rpretasi secara luas, sehingga menghasilkan
keputusan yang berbeda-beda. Di sisi lain diperlukan suatu
kepastian hukum. Untuk itu perubahan aturan - aturan
hukurn harus selalu dilakukan guna mengikuti
perkembangan perubahan sosial yang terjadi.

Sistem hukum Eropa Continental yang menekan kan
uhifikasi iuga kurang akomodatif terhadap budaya
masyarakat yang plural, sehingga problem yang selalu
dialami para pembentuk Indonesia sejak awal adalah
pergulatan unifikasi atau penerapan hukum adat.

Politik hukum melalui legislasi yang dilakukan oleh
organ negara baik legislatil maupun eksekutif menimbulkan
sentral.isasi hukum dan ketergantungan hukum kepada
kekuas;aan politik. Mahfud MD ketika membahas tentang

6 Samoel P. Huntiog toll,, Chss of Cirtilization and The Remahing of
World. Politic Onle (London: British Libra.y' 1996), 81
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a Perio& as'el muncul madhheb Irak yang cen&ruog neeiouelie
den oedhheb Medioeh yeag cenderung radisiodalis (normative dan

politik hukum selalu mengetengah kan tentang pengaruh
konfigurasi politik terhadap pembentukag*dan
pembangunan huku& karena legislasi yang dilakulqn oleh
badan legislatif maupun eksekutif selalu sarat 4engan
nuansa dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Hal
ini merupakan kelerrahan dari sistem legislasi.

Kekurangan-kekurangan sistem hukum Eropa
Continental tersebut menyebabkan beberapa negara yang
meng.rnutnya beralih kepada sistem hukum common bu,
termasuk Belanda. Sementara Indonesia yang mengadopsi
sistem hukum yang dianut Belanda sejak masa Hindia
Belanda, selama masih tetap mempertahankan sistem
hukum tersebut maka produk hukum akan selalu
dipengaruhi oleh konfigurasi politik, sehingga nilai
keadilan menjadi terkesampingkan.

Sementara hukum Islam yang mempunyai silat dasar
x.bagailiainglaw yang plural dan berkembang hidup dalam
masyarakat lebih cenderung mempunyai persamaan
dengan con tnon lazo. Pluralitas hukum Islam sebagai
karakteristiknya sejak awal pembentukannya, merupakan
konsekumsi dari hukum Islam yang sakral dan berasal dari
Tuhan yang bersumber dari kitab sucinya yaitu AlQu/an.
Hukum Islam sebagai fiqh yaitu pemahaman terhadap
sumbernya merupakan hasil pembacaan terhadap
kehendak Tuhan yang tertera dalam kitab suci-Nya.
Pembacaan tersebut akan bervariasi tergantung metode
pembacaan yang digunakan oleh para pembacanya.
Sebagaimana terjadi pada masa awal terbentuknya
madhhab-madhhab dalam hukum Islam, terdapat
kelompok yang menggunakan akal dalam mengadakan
pembacaan terhadap sumber hukum dan ada yang hanya
mengambil makna literal dan tekstual dari sumber
hukumnya (AI-Qur'an dan Sunnah),e dan sekarang
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berkembang metode hermeneutik sebagai metode
pembacaan terhadap kitab suci dan teks-teks kuno, yang
akan menghasilkan pembacaan berbeda-beda karena
perbeda,an tempat dan kondisi yang ada.

Dengan karakteristik hukum Islam tersebu! maka
legislasi dan unifikasi meniadi suatu pereduksian,
pemaksaan dan penegasian terhadap eksistensi hukum
Islam yang plural. Penerapan hukum Islam sebagai hukum
positif di beberapa negara seperti Sudan menimbulkan
masalah diskriminasi dan penindasan terhadap kalangan
tertentu dan menimbulkan protes dari kalangan yang
mempunyai interpretasi lain terhadap hukum Islam yang
diterapkan oleh pihak pemerintah. Oleh karena unifikasi
sangat sulit dalam hukum Islam, nraka dapat dikatakan
bahwa karakter dasar hukum Islam adalah sama dengan
sistem }rukum common lazo.

Berdasarkan paparan di atas, maka strategi lain dalam
rangka pemberlakuan hukum Islam dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah dengan
perrggantian sistem hukum Eropa Coatinefial dengansis@m
huktm common lau. Akan tetapi sebelum melakukan hal
ini dibutulkan gerakan kultulal untuk mengintroduksi
hukunr Islam agar dapat diterima oleh masyarakat sebagai
lioing lmt. Olehkarena geltung ilas rccht dalansbbrllmmmon
kar ini ditekankan kepada keberlaluan secara sosiologis
yaitu sruatu hukum berlaku jika diterima dan diakui dalam
masyarakat. Maka keberlakuan secara sosiologis ini harus
diperjuangkan dan diupayakan, sebelum penggantian
sistem hukum.

,!ckstu.l) dd.m m€nieq,:b permaealahan hukum. AM, Hei Nour,
Thc Schools of lew: Tbcir Emcgcnce endrelidityaodny,d arlninllrzrr,diondl
Semitar on Islamic las disclenggarakaa di Iastitute of Administration
Ahmdo Bello Uvcrity April 1976
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PENUTI,'P

Dari paparan hasil pmelitian yang penulis lakukan tentang
lahr belakang legislasi KHI dan implikasi dari legislasi ini
dapat disimpulkan bahwa :

L Latar belakang legislasi KHI yaitu adanya pengaruh
sistem hukum Bar at terutafia Eropa Continefial terhadap
pemikiran hukum Islam di Indonesia. Para pembentuk
hukum nasional tidak dapat melepaskan ide dan
pemikimnnya dari pengaruh hukum kolonial yang telah
berlaku di Indonesia sejak masa Hindia Belanda. Hal
ini juga mempengaruhi para pemikir hukum Islam
ketika hendak memberlakukan hukum Islam dalam tata
hukum Nasional, yaitu dengan menginginkan legislasi
terhadap hukum Islam sebagai hukum positif.
Ditetapkannya KHI juga merupakan hasil dari politik
akomodatif yang dilakukan oleh pemerintahan Orde
8aru terhadap kepentingan umat Islam, karena umat
Islam telah melakukan langkah kompromis dengan
gerakan pembaharuan Islam yang bercorak Islam
zubstantif (substansial) yang mengartikulasikan cita-cita
politik Islam sedemikian rupa sehingga tidak bertenta-
ngan dengan masyara-kat pada umumnya.

2. l,egislasi dapat dijafikan stategi dalam merealisasikan
perberlakuan hukum Islam di Indonesia, setelah umat
Islam mengadakan upaya-upaya konseptual dengan
mengadakan reinterpretasi terhadap sumber hukum
Islam yaitu AlQur'an dan Sunnah untuk mengadakan
reformulasi hukum Islam yang sesuai dengan masa
modem dan konteks Keindonesiaan, serta upaya-upaya
dalam tatanan alsi dengan melakukan gerakan Islam
baik secara partisan dengan sistem kepartaian ataupun
dengan geral.an Is1am kultural (tidak mengutamakan
symbol dan ideologi politik Islam) untuk mengikuti
sharing power guna mendapatkan posisi dalam

\
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pemerintahan baik ditingkat legislatif mauPun
eksekutif.

3. Hukum Islam mempunyai karakter dasar yang sama
deny,an common bu sebagai liuing law yang plural dan
berkembang dalam masyarakat. Sedangkan seiring
dengan isu demokratisasi dan pluralisme yang
didengungkan oleh Barat (Amerika), sistem hukum pun
mulai cenderung beralih kepada comnan law. Umat
IsLam lndonesia juga harus mempersiapkan pergantian
sistem hukum yang mungkin akan terjadi, dengan
mengupayakan keberlakuan hukum Islam secara
sosiologis, yaitu dengan mengadakan reintroduksi
hukum Islam agar diakui dan diterima dalam
masyarakat seba gai lioing hw.

DATTARPUSTAKA

Abbulah Ahmed An-Na'im. Towaril an lslamic Rcfonnation:
Cioil Liberties, Human Right, and lnternational Law.
Syracuse : Syracuse University Press, 1990.

Abdul Wahab I(h alAf .'Ilmu Ushil al-fqh. Kairo: Ddr alrllmi,
1978.

Amrullah Ahmad (ed). Dimensi Huhtm lslnm ilalnm Sistem
Hukum NasiowL fakarta: Gema lnsani Press,7996.

Bachtiar Efefndy . Islam dan Negara, Transformasi Pemikban
dan Praktik Politik Islam di lnilonesia. ]akarta:
Paramadiana,1998.

Fazlur Rahman. Islnm ilan Moilernit s, Tentmtg Translormasi
lnblektual, alih bahasa Ahsin Muhammad, Cet 4.
Bandung : Pustaka, 1995.



Sirojudin, Politik 177

lohanes den Heifer dan Syamsul Anwar (ed). lslam Negara
dan Hukum.lakarta: INIS, 1993.

Josep Schacht. Ia troiluction to lslamic lazo. New York: Oxford
University Press, 1954.

Joseph Schacht Foreigh Elements in Encient Islamic law,
dalam lnteraational Congress of Compffiatioe Inw ke-3,
London, Agustus, 1950.

M.Syafi'I Anwar. Pemikiran ilan Aksi Isltm lnilottzsia: Sebuah

Kajian Politik tentang Cenilekiawan Muslim Orba.

Jakarta: Parama dtna, 1995.

Marc Galanter, The modernization of Law, dalam
Modernimtio: The Dynamic Groufft, Voice of Amirican
Forum of Lecture, 1965.

Moh. Mahfud MD dkk (ed), Peradilan Agama dan Konpilnsi
Hukum lslam dalam Tata Hukum Inilonesia. Y ogya!.arta
: UII Pres+ 1993.

Moh. Malfud MD. Politik Hukum Di lndonesia
LP3ES, 198.

Jakarta:

Muhammad Qashim Zaman, The Caliph, the Ulama and
the l,aw: Defining the Role and Function of the Ca-liph
in the Early Abbasid Period, dalam David S. Power
(ed). lslamic law and Sociaty. Nederland: EJ Bril,19)7.

Joseph Schacht T?te lzgacy oflsltm. Cet 2. Oxford: Claderon
Press,7974.

Mahmoud Muhammed Taha, Thc Second. Message of lslam
(Al-Risdlah Thaniyah min al-lshm) alih bahsan An Na-
im. Syracuse: Sy'racuse University Press, 1985.



I

178 Justitia lslamica, Vol, 1/No. 2yJuli-Des 2004

Samoel P. Huntington. Class of Cioilization anilThe Rcmaking
of Wotld Politic Orile. I.r:lndon: British Library, 1995.

Satjipto Raharjo. Hukum ilan Masyarakat., Bandung:
Angkasa 1980.

Soetanyrr Wignjosoebroto, Dai Hukum Kolonial Kc Hukum
Nasional. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum, Cet.A.
Yo g;rakarta: Libr-fty, 1999.

Suryono Sukanto , Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan
Hukum, Cet-6. Bandung: Citra Aditya Bakti, 191.


